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PUTUSAN
Nomor 2416/Pdt.G/2019/PA.Sor

» ) \ »
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan

putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan ibu

rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten

Bandung, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;
MELAWAN

TERGUGAT, umur 34 tahun, pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan
wiraswasta, tempat tinggal sekarang sudah tidak
diketahui keberadaannya di wilayah Republik
Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di

muka sidang;
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21
Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang
dengan register perkara Nomor 2416/Pdt.G/2019/PA.Sor tanggal 05 April 2019,
telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada
pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah
pada tanggal 02 Januari 2016 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA
Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung dengan memenuhi syarat rukun
nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 06/06/1/2016
pada tanggal 02 Januari 2016.
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2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat

terakhir tinggal bersama di Kampung Gandasoli RT.04 RW.07 Desa

Gandasari, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung.

3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan

harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da

dukhul) dan dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak;

4, Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat, keadaan tidak

selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan

Tergugat sejak pertengahan tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan

pertengkaran terus menerus.

5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan

antara lain karena Tergugat tidak ada rasa tanggung jawab terhadap rumah

tangga terutama dalam masalah nafkah secara lahir bathin, Tergugat

meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang tidak diketahui alamat

keberadaannya;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan

rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya.

Puncaknya pada bulan Februari 2019 antara Penggugat dan Tergugat

bertengkar hebat, dan sehingga sudah pisah rumah dan sudah tidak ada

hubungan layaknya suami istri lagi.

7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah

tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan

kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai

ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak

sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu

Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon

mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang c/q Majelis Hakim, untuk
memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang
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ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih
lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU :
Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain,

mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa, pada saat pemeriksaan perkara sampai pada tahap jawaban
Penggugat tidak lagi datang menghadap di muka sidang meskipun telah
dipanggil secara resmi dan patut;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas
menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil
Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat sebagaimana ternyata dari bukti
berupa P.1 (Fotokopi KTP atas nama Penggugat) bermeterai cukup, dan cocok
dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili yuridis
Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil
dan karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan
mengikat; maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) hurup
a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan
Perubahannya, maka Pengadilan Agama Soreang berwenang menerima,

memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, yang dijadikan alasan

Halaman 3 dari 6. Putusan Nomor 2416/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat adalah pada intinya Penggugat mohon agar dijatuhkan
thalak satu bain shugro Tergugat terhadap diri Penggugat dengan alasan
karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi
perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat, tidak lagi datang menghadap
di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, majelis
menilai bahwa Penggugat sudah tidak lagi bersungguh-sungguh untuk
melanjutkan gugatannya, dan karenanya pula manjelis berpendapat bahwa
alasan Penggugat mengajukan perceraian belum memenuhi persayaratan
perceraian sebagaimana yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta kejadian yang
selanjutnya telah belum memenuhi fakta hukum dan atau belum memenuhi
ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku,
maka majelis berpendapat cukup alasan apabila gugatan Penggugat belum

dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya

perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah

Rp.351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 20 Zulhijjah 1440 Hijriyah, oleh kami Nur Akhriyani Zainal, S.H.,
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M.H. sebagai Ketua Majelis, Suharja, S.Ag., M.H. dan Kamil Amrulloh, S.H.I.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari
itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan
dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Mahmudin, S.H.l. sebagai Panitera

Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Hakim Anggota | Ketua Majelis
Suharja, S.Ag., M.H. Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H..
Hakim Anggota Il

Kamil Amrulloh, S.H.l.
Panitera Pengganti

Mahmudin, S.H.l.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan Penggugat : Rp. 65.000,00
4. PNBP Relaas Panggilan Penggugat : Rp. 10.000,00
5. Panggilan Tergugat . Rp. 170.000,00
6. PNBP Relaas Panggilan Tergugat © Rp. 10.000,00
7. Redaksi : Rp. 10.000,00
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8. Materai : Rp. 6.000,00
Jumlah : Rp. 351.000,00
(tiga ratus lima puluh satu ribu

rupiah)
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